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B isnis Indonesia seminggu sekali menyajikan
sepak terjang para pelaku bisnis, kegagalan
dan kisah sukses mereka.

Koran ini menampilkan sejumlah tokoh bisnis
yang memberikan sumbangan sekaligus mewar-
nai perkembangan bisnis dan ekonomi di
Indonesia.

Untuk edisi kali ini Bisnis memilih Hendro
Santoso Gondokusumo, pendiri PT Intiland
Development Tbk silakan simak di Hal. 10.

Selamat membaca.

* Redaksi
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NAVIGASI

Pelemahan saham: Nilai saham di bursa
Eropa turun untuk hari ketiga di tengah pergo-
lakan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara.
(Hal. 3)

Importir film: Kebijakan pajak tidak akan
menghentikan importir film non-AS membawa
film itu ke Indonesia. (Hal. 6)

Atasi macet: Pemprov DKI Jakarta meng-
gandeng pengembang skala besar untuk

membangun
TAJUK

sejumlah jalan
tembus guna me-
ntuk menegak-
kan demokrasi

ngurangi kepadat-
an lalu lintas di ja-

yang sesungguhnya, lan utama. (Hal. 7)

musuh rakyat

seperti koruptor,

anarkhis, dan

kekuatan antide-

mokrasi haruslah

Lotte garap
petrokimia:
Lotte Group akan
masuk ke sektor

dijauhkan, agar petrokimia di

mereka tidak meng- Indonesia dengan

khianati cita-cita membenamkan

bangsa. (Hal. 11) modal US$5 miliar.
(Hal. 8)
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Garuda cari leasing: Garuda Indonesia
mencari fasilitas leasing senilai US$3 miliar
untuk penambahan armada 10 unit Airbus
330-200 dan 10 unit Boeing 777. (Hal. f1)

Belanja Tl: Bapepam-LK kembali menyentil
perusahaan efek untuk memaksimalkan belan-
ja teknologi. (Hal. f2)

Kisruh politik: Ketegangan politik yang
terjadi di sejumlah negara termasuk di Libia
mendongkrak harga sejumlah komoditas
pangan. (Hal. f8)

Proyek air minum: Belasan perusahaan
besar dari Jepang meminati sejumlah proyek
penyediaan air minum. (Hal. i1)

Kepastian West Madura: Pertamina men-
desak pemerintah untuk segera memutuskan
masalah kontrak kerja sama Blok West Madura
yang akan berakhir pada Mei 2011. (Hal. i2)

RUU Konvergensi: Pembahasan RUU Kon-
vergensi masih mengkaji jenis model bisnis
layanan ke depan. (Hal. i3)

Eceran: Rp5.900
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Panin & BRI pimpin ekspansi

Kontribusi kredit terhadap perekonomian rendah

OLEH HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kinerja ce-
merlang diraih industri
perbankan nasional
pada 2010 setelah sem-
pat meredup pascakri-
sis 2008. Bahkan pada
Tahun Macan, perbank-
an di Tanah Air menca-
pai rekor baru
pengumpulan aset.

Pada 2010, aset bank nasional
menembus Rp3 kuadriliun atau
tepatnya Rp3.008,9 triliun.
Berdasarkan data Bank In-
donesia per Desember
2010, angka itu naik
Rp474,8 triliun atau
18,73% jika diban-
dingkan dengan perio-
de yang sama tahun se-
belumnya Rp2.534,1 triliun.

Pertumbuhan tahunan ter-
sebut merupakan tertinggi
dalam 5 tahun terakhir, setelah
melalui dua masa kritis kenaik-
an bahan bakar minyak pada
2005-2006 dan krisis ekonomi
global pada 2008.

Euforia kenaikan aset dirasa-
kan oleh 10 bank papan atas na-
sional, yang berkontribusi terha-
dap pertumbuhan perbankan
nasional lebih dari 50%, yakni
Rp291,05 triliun atau naik
17,56% dibandingkan dengan ta-
hun sebelumnya.

Total aset 10 entitas tersebut
hampir menembus Rp2 kuadri-
liun atau tepatnya Rp1.948,23
triliun, meski secara Kkapitalisasi
menyusut menjadi 64,75% jika
dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya
66,24%.

PT Bank Rakyat Indonesia
(BRI) Tbk mencatatkan kenaikan
nilai aset tertinggi, yakni Rp76,94
triliun atau 24,16% jika diban-
dingkan dengan tahun sebelum-
nya menjadi Rp395,39 triliun.
Pertumbuhan ini setara dengan
nilai aset PT Bank Permata Tbk.

BRI kian ‘meninggalkan’ PT
Bank Central Asia Tbk yang ber-
ada di peringkat ketiga dengan
nilai aset Rp323,35 triliun.
Bahkan hampir menyusul kole-
ganya, PT Bank Mandiri Tbk,
yang berada di peringkat teratas
dengan aset Rp410,62 triliun.

Agresivitas BRI dalam me-
ngembangkan pasar ini patut di-
cermati para pesaingnya. Ini ka-
rena, bank yang semula melekat
dengan nasabah perdesaan terse-
but kini telah menyasar masyara-
kat perkotaan maupun Korporasi
besar. Apalagi, kekuatan jaringan
kantornya belum ada lawan yang
setara.
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BRI
sejak 2006,
telah menahbis-
kan diri sebagai bank
pengeruk laba terbesar,

dan 2 tahun sesudahnya, men-
jadi nomor satu dalam penyalur-
an kredit. Ambisi menjadi bank
terbesar 2011, tinggal sejengkal.

Sebagaimana dikatakan Direk-
tur BRI A. Toni Soetirto, tiga stra-
tegi pertumbuhan BRI bertumpu
pala tiga pilar utama yakni fokus
pada bisnis mikro dengan mem-
berikan pembiayaan sekaligus
menyerap dana. Kedua, mengem-
bangkan bisnis konsumer untuk
menyerap dana masyarakat per-
kotaan.

Ketiga, membangun bisnis hu-
bungan lembaga untuk korpora-
si. “Strategi kami masih sama
dengan tahun lalu,” tutur Toni,
kepada Bisnis, kemarin.

Namun dari sisi persentase per-
tumbuhan, PT Bank Pan Indone-
sia (Panin) Tbk yang berada di
peringkat ke tujuh masih yang
tertinggi, mencapai 38,94 % men-
jadi Rp106,51 triliun. Pertumbuh-
an tertinggi kedua diperoleh PT
Bank CIMB Niaga Tbk sebesar
33,7% menjadi Rp142,93 triliun.

Wadirut Bank Panin Roosniati
Salihin mengatakan kondisi mak-
roekonomi 2010 cukup bagus
yang disertai oleh stabilitas suku
bunga, sehingga mendukung
ekspansi perseroan. Panin ingin
terus memacu pertumbuhan tan-
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pa mengesa-
mpingkan kualitas.
“Bank lain juga tum-
buh bagus. Panin ingin tumbuh
sehat tidak hanya mengejar peer
bank lain. Jadi pemain yang ber-
peran aktif dan mudah-mudahan
tumbuh bersama. Setiap bank
ada keunggulannya,” katanya.

Wadirut BCA Jahja Setiaatmadja
menambahkan pada tahun ini
perseroan tak mau hanya mema-
cu aset secara berlebihan, teruta-
ma dari sisi liabilitas. Namun,
sambungnya, aset akan dipacu
pada sisi kredit yang ditargetkan
tumbuh 25%.

Kontribusi perekonomian

Jika dilihat lebih dalam per-
tumbuhan aset perbankan nasio-
nal pada 2010 lebih banyak dito-
pang sisi dana pihak ketiga yang
naik Rp389,91 triliun menjadi
Rp2.338,8 triliun jika dibanding-
kan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya.

Adapun kredit menyumbang
pertumbuhan aset sebesar
Rp327,87 triliun  menjadi
Rp1.765,8 triliun.

Adapun rasio kredit terhadap
dana (loan to deposit ratio/LDR)
sebesar 75,21%, sempat turun
dari level tertinggi Agustus 2010
sebesar 78,1%, tapi naik tipis
dari tahun sebelumnya 72,88%.

Berdasarkan data Bank Dunia
pada 2010, kontribusi pembiaya-
an perbankan terhadap produk

domestik bruto (PDB) masih ren-
dah, yakni hanya sebesar 26,9%.

Angka tersebut jauh tertinggal
jika dibandingkan dengan negara-
negara kawasan lainnya, seperti
Malaysia 113,2%, Singapura
213,4%, Jepang 85,1%, Amerika
44,8% dan India 40,9%. Indone-
sia se-level dengan Filipina 26,3%.

Direktur Direktorat Humas dan
Perencanaan BI Dyah Nastiti K.
Makhijani membenarkan bahwa
kontribusi pembiayaan perbank-
an terhadap pertumbuhan eko-
nomi menjadi pekerjaan rumah
bank sentral.

Namun, lanjutnya, sejumlah
upaya telah ditempuh bank sen-
tral guna memacu pembiayaan
perbankan, salah satunya mem-
buat kebijakan LDR yang dikait-
kan dengan giro wajib minimum
(GWM).

“Dengan kebijakan GWM yang
dikaitkan dengan LDR diharap-
kan kontribusi perbankan dalam
perekonomian meningkat,” tu-
turnya.

Roosniati menambahkan supa-
ya kontribusi perbankan terha-
dap perekonomian meningkat
sebaiknya pemerintah memper-
cepat realisasi proyek-proyek in-
frastruktur sehingga memberikan
efek berganda kepada sektor riil.

Ekonom Universitas Gadjah
Mada Tony A Prasentiantono
mendesak perbankan lebih ag-
resif menyalurkan pembiayaan
ke sektor-sektor produktif untuk

mendorong pergerakan ekonomi
dan mengurangi pengangguran.

Dia menilai pertumbuhan aset
bank hingga menembus Rp3.000
triliun pada akhir 2010 menun-
jukkan tingkat kepercayaan ma-
syarakat terhadap industri per-
bankan.

Namun, lanjutnya, hal itu hanya
pencapaian kuantitatif yang harus
diikuti oleh pencapaian kualitatif
berupa penyaluran kredit ke sek-
tor-sektor produktif antara lain
infrastruktur, manufaktur, serta
pertanian dan pertambangan.

“Pencapaian industri perbank-
an nasional secara kuantitatif
memang maju, ditandai dengan
tercapainya aset menembus
Rp3.000 triliun. Tapi kemajuan
itu harus diikuti oleh prestasi
kualitatif yang selama ini ku-
rang,” katanya.

Dia menilai bank-bank nasio-
nal cenderung menyalurkan kre-
dit konsumer dibandingkan ke
sektor produktif yang dapat
memberikan nilai tambah terha-
dap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Dewan Pertimbangan
Persatuan Perusahaan Realestat
Indonesia (REI) F. Teguh Satria
menilai komitmen perbankan
menyalurkan kredit ke sektor
properti belum optimal. Dia juga
menilai sebagian besar bank
pembangunan daerah mengang-
gap bisnis KPR tak menarik. (02/
YUSUF WALUYO JATI/HERY TRIANTO)
(hendri.asworo@bisnis.co.id)

Merger yang tak sekadar soal sinetron

OLEH FAHMI ACHMAD
Wartawan Bisnis Indonesia

ejumlah pertanyaan se-
akan tak terjawab meski
pengumuman rencana
penggabungan usaha
Indosiar dengan SCTV telah
menjadi santapan publik.

Banyak yang menanti seperti
apa nantinya bentuk dari perka-
winan grup bisnis itu? Apakah
hanya terkait dengan pindahnya
tayangan sinetron populer seper-
ti Cinta Fitri dan lainnya? Apa-
kah elang akan bermahkota di
Daan Mogot atau sebaliknya
mencaplok sang SCTV.

Hingga kemarin pun kejelasan
aksi korporasi PT Indosiar Karya
Media Tbk dengan PT Elang
Mahkota Teknologi Tbk yang me-
miliki PT Surya Citra Media Tbk,
pengendali stasiun televisi SCTV,
belum sepenuhnya terkuak.

Penjelasan normatif dikemu-
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Sumber: Laporan Keuangan perseroan, diolah

kakan Direktur Utama Elang
Mahkota Teknologi Susanto
Suwarto, yang menyebutkan
manajemen tengah melakukan
penjajakan awal untuk melaku-
kan ekspansi atau pengembang-
an usaha perseroan ke depan.
Pengembangan usaha ini bisa

I 2.488,46
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Karya Media

berbentuk akuisisi atau merger
yang melibatkan Surya Citra Me-
dia dan Indosiar Karya Media,”
tuturnya.

Dalam rangka kepentingan
itu, Direksi Elang Mahkota telah
memperoleh persetujuan penda-
huluan dari dewan komisaris,

Teknologi
\ 85,8% ’

meski prosesnya diperkirakan
memakan waktu panjang.
Pendapat senada disampaikan
Direktur Utama Surya Citra
Media Fofo Sariaatmadja. Surya
Citra Media merupakan anak
usaha Elang Mahkota Teknologi,
pengendali stasiun televisi SCTV.

< < Pemegang saham mayoritas

Surya Citra Media

BISNIS/ADI PURDIYANTO

Bentuk dan struktur akuisisi
atau merger yang melibatkan
ketiga perusahaan yang tercatat
di BEI ini, kata Fofo akan didis-
kusikan dengan dibantu oleh
profesi pasar modal yang terkait.

® Bersambung ke Hal. 4
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DINAMIKA

Pemerintah raih Rp3,5 triliun

JAKARTA: Selama 2010, pemerintah mem-
peroleh pendapatan negara bukan pajak se-
besar Rp3,5 triliun dari penempatan uang
negara di Bank Indonesia.

Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Per-
bendaharaan Negara Kementerian Keuangan,
melalui sambungan telepon, kemarin, menga-
takan pendapatan negara bukan pajak (PNBP)
berasal dari imbalan bunga (remunerasi)
tabungan negara setiap bulan sebesar 65%

dari Bl Rate.

Pada 30 Januari 2009, Bl dan pemerintah
menyepakati besaran remunerasi atau bunga
atas rekening pemerintah di bank sentral.
Untuk rekening penempatan berdenominasi
rupiah mendapat bunga 65% dari Bl Rate,
sedangkan untuk tabungan valas sebesar
65% dari suku bunga acuan masing-masing
negara (home currency rate). (BISNIS/AGI)

Jepang minati investasi di RI

JAKARTA: Para pelaku bisnis asal Jepang
menyatakan ketertarikannya untuk ikut ber-
partisipasi dalam melaksanakan pola induk
percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi Indonesia 2011-2025.

Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama
Bappenas Syahrial Loetan mengungkapkan,
kemarin, sejumlah pimpinan atau CEO dari
perusahaan besar asal Jepang mendatangi
kantor Bappenas untuk menggali informasi
tentang peluang proyek-proyek yang bisa di-
garap mendukung konsep master plan (pola
induk) ekonomi Indonesia.

Rombongan CEO perusahaan besar asal
Jepang tersebut dipimpin oleh mantan CEO
Ajinomoto Norio Yamaguchi. Mereka berasal
dari berbagai bidang a.l. industri manufaktur,
makanan, energi, dan jasa. (BISNIS/ACA)

Harga minyak sulit diprediksi

JAKARTA: Badan Kebijakan Fiskal mem-
perkirakan tren harga minyak dunia cen-
derung naik seiring dengan meningkatnya
permintaan dunia, tetapi sulit diprediksi batas
atasnya di tengah memanasnya kondisi geo-

politik dunia.

Askolani, Kepala Pusat Kebijakan APBN
Kementerian Keuangan, menuturkan berda-
sarkan pengalaman selama ini, fluktuasi
harga minyak dunia sangat sensitif dipenga-
ruhi oleh kondisi geopolitik negara-negara di
dunia. Faktor tersebut lebih dominan meme-
ngaruhi gejolak harga minyak ketimbang ma-
salah pasokan dan permintaan di pasar dunia.

“ltulah sulitnya meramal fluktuasi harga
minyak jangka pendek. Lebih mudah mem-
prediksi jangka menengah bahwa tren minyak
per tahun akan cenderung meningkat karena
terus meningkatnya demand dunia,” ujar dia
melalui pesan singkat kemarin. (isnis/aGl)

Infrastruktur
Rl hambat
pertumbuhan

OLEH ACHMAD ARIS
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kualitas in-
frastruktur di Tanah Air
masih menjadi persoalan
serius yang meperlambat
laju ekonomi nasional.

Ekonom dari Univer-
sitas Gadjah Mada Mu-
drajat Kuntjoro mengata-
kan sejak 5 tahun ter-
akhir kualitas infrastruk-
tur Indonesia jauh berada
di bawah negara-negara
di kawasan Asean dan
kondisi ini tidak berubah
hingga saat ini.

Menurutnya, selama ini
peran pemerintah dalam
mendorong pertumbuhan
infrastruktur belum opti-
mal padahal peran terse-
but sangat penting baik
dari sisi kebijakan mau-
pun anggaran.

Pemerintah baik pusat
maupun daerah dinilai
lebih banyak mementing-
kan belanja pegawai ke-
timbang belanja modal
untuk infrastruktur.

"Belum banyak perubah-
an dalam pembangunan
infrastruktur di Indone-
sia. Masalah infrastruktur
harus jadi prioritas. Sela-
ma ini hanya perencanaan
saja yang bagus tapi im-
plementasinya tidak ba-
nyak perubahan,” ujar-
nya kemarin.

Sekretaris Menteri PPN/
Sekretaris Utama Kepala
Bappenas Syahrial Loetan
mengakui kualitas infra-
struktur di Indonesia ma-
sih belum memadai.

Untuk itu, lanjutnya,
pemerintah akan bekerja
keras untuk memper-
baikinya di antaranya me-
lalui skema public private
partnership atau kemitra-
an pemerintah dan swas-
ta serta peningkatan aloka-
si anggaran infrastruktur.

"Saya yakin dengan
Kkerja keras, sebelum akhir
2014 RI bisa menyalip
balik negara lain."

Menurutnya, alokasi
anggaran untuk infra-
struktur nasional saat ini
masih di bawah 2% dari
produk domsetik bruto
(PDB), padahal idealnya
alokasi anggaran infra-
struktur suatu negara
adalah 5% dari PDB.

"Kami maunya gradual
dinaikkan ke mendekati
yang ideal tetapi nggak
bisa serta merta karena UU
RI kan ada pos anggaran
tinggi yang dipatok tinggi
misalnya pendidikan sebe-
sar 20% dari APBN."

Kemitraan
Dalam kondisi keterba-
tasan tersebut, lanjutnya,
pemerintah memberikan
ruang yang besar kepada
pihak swasta untuk turut
berpartisipasi dalam pem-
bangunan infrastruktur
melalui inisiatif sendiri
sepanjang tidak melang-
gar ketentuan tata ruang
(RT) tata wilayah (RW).
Berdasarkan World Eco-
nomic Forum Report
2010, kualitas infrastruk-
tur Indonesia secara kese-
luruhan berada di pe-
ringkat ke-96 dari 133 ne-
gara yang diteliti. Posisi
itu jauh di belakang dua
negara tetangga, Malaysia
dan Thailand, yang ma-
sing-masing berada di pe-
ringkat 27 dan 41.
Kendala kritis dalam
pembangunan infrastruk-
tur adalah rendahnya in-
vestasi publik, lemahnya
kemitraan  pemerintah
dan swasta, dan minim-
nya investasi swasta, ter-
masuk penanaman modal
langsung oleh asing.
Adapun, faktor yang
berdampak negatif pada
pembangunan infrastruk-
tur di Indonesia, antara
lain sulitnya pembebasan
lahan, kapasitas SDM dan
kelembagaan yang masih
lemah, tata kelola peme-
rintah yang buruk, dan
minimnya pembiayaan.

PERTUMBUHAN
POTENSIAL: Ekonom

Senior Standard Chartered
Bank Fauzi Ichsan (kanan)
didampingi Ekonom Eric
Alexander Sugandi memberi
penjelasan mengenai ken-
dala infrastruktur Indonesia
di Jakarta, Senin. Indonesia
perlu mengatasi kendala
infrastruktur agar perekono-
miannya dapat tumbuh pada
tingkat potensial, yaitu se-
kitar 8% per tahun.

BISNIS/DEDI GUNAWAN

Pertumbuhan

pajak bisa di atas 30%

Efektivitas hak angket DPR genjot penerimaan negara diragukan

OLEH AGUST SUPRIADI
& ACHMAD ARIS
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemasukan
negara dari pajak di-
perkirakan dapat naik di
atas 30% per tahun,
jauh di atas rata-rata
pertumbuhan peneri-
maan dari pos itu sela-
ma 5 tahun terakhir, jika
pemerintah berhasil
mengatasi mafia di sis-
tem perpajakan.

Ketua Dewan Pertimbangan
DPP Partai Golkar Akbar Tanjung
menyebutkan rata-rata pertum-
buhan penerimaan negara sela-
ma 5 tahun terakhir, serta target
peningkatan pemasukan dari pa-
jak pada 2011 hanya 17,7%.

Padahal, menurutnya, angka
itu bisa menyentuh 34,2% per
tahun, seperti yang pernah dica-
pai pada 2008. Dalam APBN
2011, pajak diharapkan dapat me-
nyumbang sebesar Rp850,3 tri-
liun atau sebesar 76% dari total
target penerimaan negara yang
ditetapkan sebesar Rp1.105 tri-
liun.

“Potensi sumber penerimaan
negara dari pajak ini sangat be-

sar. Bila dikelola dengan baik
akan menaikkan penerimaan ne-
gara dan dapat digunakan sebe-
sar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat,” ujarnya dalam siaran
pers mengenai pokok-pokok pi-
kiran tentang Panitia Angket DPR
untuk Pemberantasan Mafia Pa-
jak yang diperoleh Bisnis, kema-
rin.

Dia juga menargetkan hak
angket pajak DPR akan mampu
mengejar ketertinggalan tax ratio
Indonesia yang hanya 12,1%
dalam APBN 2011, jauh di bawah
Korea Selatan yang mencapai
26,8%, Thailand 17%, dan Viet-
nam 13,5%.

Sejumlah kalangan menilai,
pemberantasan kasus mafia pa-
jak memang perlu dilakukan un-
tuk menggenjot penerimaan dari
sektor tersebut, tetapi pengguna-
an hak angket oleh DPR diragu-
kan bisa berhasil membongkar
berbagai kasus yang sudah ter-
jadi.

Drajad Hari Wibowo, Ekonom
Suistainable Development Indo-
nesia (SDI), meyakini rasio per-
pajakan terhadap PDB (tax ratio)
seharusnya bisa dinaikkan 4%-
5% menjadi sekitar 16-17%, jika
tidak ada mafia pajak, sehingga
pemberantasan mafia pajak men-
jadi sangat penting.

Namun, Drajad menyangsikan
pemberantasan mafia pajak bisa

dicapai melalui penggunaan hak
angket. Dia menilai angket lebih
merupakan panggung politik un-
tuk mendapatkan nilai dan penci-
traan, dari pada sebuah langkah
kongkrit untuk membongkar dan
memperbaiki sesuatu.

Secara terpisah, hal senada di-
sampaikan Ekonom Ahmad Erani
Yustika. Dia menilai jadi atau ti-
dak DPR akan menggunakan hak
angketnya, dia tidak terlalu opti-
mistis dapat menjadi salah satu
solusi dari rangkaian persoalan
perpajakan di Indonesia.

Pengamat pa-
jak dari FISIP UI
Ruston Tambun-
an mengatakan
jika pemben-
tukan pansus
angket pajak
DPR hanya ber-
motif politik,
maka keberadaannya akan sia-sia
dan tidak akan menyelesaikan
masalah perpajakan.

Sementara itu, Hariyadi Su-
kamdani, Wakil Ketua Umum
Kadin Indonesia bidang Moneter,
Fiskal, dan Kebijakan Publik, me-
nilai penggunaan hak angket da-
lam menyikapi kasus mafia per-
pajakan oleh parlemen diperlu-
kan guna mengungkap praktik
menyimpang aparat pajak.

Dia mengatakan tingginya
kecurangan dalam penilaian pa-

Pemberantasan kasus
mafia pajak memang
periu dilakukan untuk
menggenjot pene-
rimaan.

jak, termasuk banyaknya kasus
perpajakan yang tidak tuntas
secara hukum memberikan keti-
dakpastian dalam iklim investasi
di Tanah Air.

Dia berharap jika DPR jadi
menggunakan hak angketnya,
upaya itu dapat membenahi sis-
tem perpajakan di Tanah Air.

Berdiri sendiri

Ahmad Erani Yustika menilai
saat ini merupakan masa yang te-
pat untuk memisahkan Ditjen
Pajak dari Kementerian Keuang-
an dan menjadi
lembaga tersen-
diri yang ber-
ada langsung di
bawah Presi-
den.

“Ditjen Pajak
menjadi sema-
cam lembaga
seperti BKPM [Badan Koordinasi
Penanaman Modal] yang lang-
sung di bawah Presiden. Karena
itu vital sekali. Saya rasa itu akan
memudahkan proses reformasi
birokrasi di tubuh Ditjen Pajak,”
ujarnya.

Langkah ini, jelasnya, sangat
penting karena pemberantasan
mafia pajak perlu di lakukan di
level grass root (akar rumput),
yakni membenahi Ditjen Pajak
sendiri sebagai ujung tombak
penerimaan negara.

“Yang perlu diperkuat justru
dua hal, pertama memperbaiki
regulasi yang berkaitan dengan
perpajakan dari mulai penataan
kelembagaan. Saya harap peradil-
an pajak menjadi peradilan ter-
sendiri, seperti halnya tipikor,”
tegasnya.

Kedua, perlu adanya penguat-
an lembaga-lembaga lain di luar
Ditjen Pajak, yakni mulai dari
kepolisian, kejaksaan serta lem-
baga peradilan untuk bersama-
sama membongkar mafia pajak.

Mengenai pembenahan kinerja
Ditjen Pajak, tahun ini, Ditjen
Pajak menargetkan rasio pe-
nyampaian SPT tahunan PPh se-
besar 60% dari total wajib pajak
terdaftar pada 2010. Tahun lalu,
rasio penyampaian SPT mencapai
57,1%.

Rasio kepatuhan penyampaian
Surat Pemberitahuan (SPT) me-
rupakan salah satu indikator
yang digunakan untuk meng-
ukur tingkat kepatuhan pajak
bagi wajib pajak yang terdaftar
atau telah memiliki nomor pokok
wajib pajak (NPWP).

Dia mengatakan jika mengacu
kepada jumlah wajib pajak, jum-
lah individu yang patuh mela-
porkan kewajiban pajak sangat
rendah. Untuk itu pihaknya terus
berupaya meningkatkan kesadar-
an masyarakat. (14) (agust. supriadi
@bisnis.co.id/achmad.aris@bisnis.co.id)

Pajak untuk mendorong perfilman nasional

OLEH ANGGITO ABIMANYU,
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada

urang lebih 1 tahun

yang lalu, saya ingat di

gedung BKF-Departe-

men Keuangan, insan
perfilman nasional termasuk di
dalamnya aktor ternama Deddy
Mizwar datang dan membicara-
kan mengenai kebijakan fiskal,
khususnya beban pajak perfilm-
an.
Kebijakan fiskal oleh peme-
rintah yang diimplimentasikan
dalam praktik pemungutan pa-
jak dan bea masuk yang pada
saat itu dinilai tidak mendukung
pertumbuhan sektor perfilman di
Tanah Air.

Sesungguhnya waktu itu,
Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
sudah mendisain kebijakan
fiskal dan sistem pemungutan
perpajakan guna mendukung
tumbuhnya perfilman nasional.

Kebijakan itu meliputi insentif
bea masuk impor bahan baku
dan modal pembuatan film de-
ngan tarif bebas, mengenakan
bea masuk untuk produk film
impor agar kompetitif, dan mem-
perbaiki penetapan nilai pabean
yang adil bagi importir film
maupun produsen dalam negeri.

Entah mengapa begitu berhati-
hatinya pemerintah menge-
luarkan ketentuan kebijakan dan
ketentuan administratifnya, me-
nyebabkan prosesnya berlarut-
larut. Pemerintah sendiri sering
terbagi-bagi dalam mengambil
putusan.

Kementerian kebudayaan dan
pariwisata seharusnya sebagai
leading sector kurang memain-
kan perannya. Kementerian Per-
industrian membela kepenting-
an industri nasional penghasil
peralatan film sehingga lebih
bersikap inward looking, dan
kementerian keuangan bergerak
jika ada ketentuannya dan lebih
bersikap menunggu.

Pada awal 2011, kebijakan-ke-

bijakan insentif bea masuk (BM)
tersebut telah keluar dalam ben-
tuk harmonisasi tarif bea masuk
dengan menurunkan BM peralat-
an produksi film dan menetap-
kan tarif BM impor film 10%.

Ketentuan mengenai penetap-
an nilai kepabeanan masih da-
lam proses finalisasi di Direkto-
rat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada tanggal 3 Januari,
Direktorat Jenderal Pajak menge-
luarkan Surat Edaran (SE) Dirjen
Pajak No. 3 yang menegaskan
agar importir film membayar
pajak secara benar dan wajar se-
suai dengan ketentuan peraturan
perundangan (UU pajak dan UU
Kepabeanan).

Meskpun bersifat normatif, SE
itu mengandung indikasi bahwa
terjadi ketidakbenaran atau keti-
dakwajaran dalam pembayaran
pajak dari para importir film.

Importir dirugikan?
Kemudian kita dikejutkan
adanya berita melalui TV, Radio,

Koran, dan di Twitter bahwa
Hollywood akan setop kirim film
ke Indonesia dengan alasan ada
peraturan/regulasi baru, mereka
akan dikenakan pajak yang ting-
gi dan membuat impor film
menjadi tidak kompetitif.

Benarkah hal itu? Sekali lagi
saya masih ingat dan ada kajian-
nya yang menunjukkan bahwa
beban pajak untuk pembuatan 1
judul film nasional jauh lebih
besar dibandingkan dengan
untuk pengimporan satu judul
film asing (film impor).

Mengutip kata-kata aktor
Deddy Mizwar baru-baru ini,
film nasional dengan bujet Rp5
miliar, beban pajaknya mencapai
Rp500 juta, sekitar 10 Kkali lipat
lebih besar dibandingkan de-
ngan pajak (BM+PPN) yang
dibayar untuk impor satu judul
film sebanyak 25 kopi (hanya +
Rp50 juta).

Perthitungan tersebut kurang
lebih seperti yang ada dalam
kajian waktu itu di BKF.

Sementara itu, membandingkan
besaran pajak impor film dan
produksi film tidaklah sulit.
Pajak untuk mengimpor film
dilakukan dengan cara dua cara.

Pertama, beli putus (memba-
yar US$100,000 atau lebih untuk
memperoleh hak edar), dan
kedua, bagi hasil (membayar
sebagian hasil edar ke pemilik
film di luar negeri). Beban pajak
(BM 10% dan PPN 10%) untuk
film impor hanya dikenakan atas
impor copy film, yaitu 21% dari
nilai pabean (NP).

Sementara itu, beban pajak
untuk memproduksi film nasio-
nal dibagi menjadi beberapa ke-
wajiban pajak. Pertama, bea
masuk dan PPN atas pengimpor-
an bahan baku
dan peralatan
produksi film,
kedua, PPN
atas semua
material dan
jasa yang digu-
nakan proses
produksi.

Contoh PPN material dan
jasa adalah PPN atas pengguna-
an jasa teknik film nasional (ter-
masuk penyewaan alat, studio/
lokasi shooting, editing dan color
grading, rekaman suara serta
processing dan penggandaan
film, dll), ketiga, PPh atas artis.

Crew teknis dan karyawan film
(karena umumnya mereka mau-
nya terima bersih, maka PPh men-
jadi beban yang harus ditanggung
oleh produser film. Keempat,
pajak-pajak lain yang dipungut
selama kegiatan shooting.

Dengan melihat perhitungan
kasar berdasarkan kondisi itu,
jelas beban pajak atas film impor
lebih murah dibandingkan de-
ngan film produksi nasional.
Bisa dimengerti akibatnya film
nasional memble dan tidak per-
nah menjadi tuan rumah di
negeri sendiri.

Kebijakan pajak yang adil
Perlakuan/kebijakan pajak

Jelas beban pajak
atas film impor lebih
murah dibandingkan
dengan film produksi

nasional.

yang kurang adil tersebut meng-
akibatkan persaingan tidak
sehat antara film nasional dan
film impor, sehingga perkem-
bangan film nasional tidak opti-
mal. Film nasional sangat ber-
fluktuasi, beberapa kali mati
suri, kurang feasible, kualitas
kurang baik, jumlah produksi-
nya rendah, dan investasi
bidang usaha perfilman nasional
jadi kurang menarik.

Untuk menciptakan rasa ke-
adilan sekaligus untuk meng-
amankan perfilman nasional,
pemerintah mengeluarkan se-
jumlah kebijakan dengan mem-
pertimbangkan berbagai hal, per-
tama, dasar nilai pabean yang
wajar.

Pertimbangan
kedua adalah
harmonized sys-
tem, sehingga
tarif BM untuk
bahan dan per-
alatan film na-
sional yang be-
lum diproduksi
di dalam negeri bebas bea dan
film impor dikenakan bea ma-
suk untuk sementara.

Pertimbangan ketiga, PPN
untuk kegiatan produksi film
(termasuk untuk pengimporan
bahan baku dan peralatan pro-
duksi film) harus diharmonisa-
sikan dengan pajak tontonan di
daerah, mengingat PPN yang di-
bayar itu tidak dapat dikredit-
kan karena pada saat pemutar-
an film di bioskop tidak dike-
nakan PPN.

Keempat, PPh atas royalti sebe-
sar 15% yang dipungut ketika
film nasional dibeli TV atau
perusahaan rekaman video. Ke-
bijakan ini dapat juga diberlaku-
kan untuk film impor supaya
setara dengan film lokal.

Untuk meningkatkan efektivi-
tas program pemerintah dalam
mendukung peningkatan perfilm-
an nasional dan menilai harga
wajar atas film impor maka
perlu tindakan pengawasan atau

audit kepada para importir film.

Kewajaran besarnya pemba-
yaran pajak untuk mengimpor
film dan pajak impor film yang
lebih besar dari pada untuk film
nasional, akan berguna untuk
memberikan rasa keadilan, men-
ciptakan persaingan yang sehat,
mengendalikan jumlah judul
film asing yang diimpor, dan
menciptakan peluang lebih besar
pemutaran film nasional di
bioskop.

Beban pajak yang tinggi ketika
mengimpor film akan membuat
modal untuk mengimpor naik,
risiko rugi meningkat, gairah
mengimpor film menurun, se-
hingga yang diimpor hanya film-
film yang diprediksi sangat suk-
ses dalam peredarannya di Indo-
nesia.

Kondisi ini akan menyebab-
kan jumlah film impor akan tu-
run. Pemerintah juga berupaya,
menjaga kesinambungan per-
kembangan perfilman nasional
yang berkualitas dan yang lebih
berguna bagi bangsa dan negara.

Kebijakan fiskal dan perpa-
jakan perfiman adalah suatu alat
untuk mencapai tujuan, yakni
tumbuhnya perfilman nasional.
Perfilman nasional membutuh-
kan film impor karena di dibu-
tuhkan oleh konsumen dan se-
bagai pembanding bagi film pro-
duksi nasional.

Di sisi lain, kebijakan perpa-
jakan juga harus adil dan tidak
boleh diskriminatif, termasuk
kepada film impor. Memberikan
insentif pada produsen film ada-
lah wajar mengingat sektor per-
filman Indonesia sedang ter-
puruk.

Produsen nasional sebaiknya
juga tidak manja dan meminta
proteksi berlebih-lebihan. Na-
mun demikian, apabila importir
film asing melakukan aksi
boikot terhadap importasi film
asing, maka saatnya RI bersatu
membangkitkan rasa nasional-
isme film nasional dan jangan
menyerah kepada asing.
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